PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PENERIMAAN

Menimbang

Mengingat

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

. Bahwa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dalam

pelaksanaannya dipandang menghambat investasi dan
perlu dicabut;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah  tentang Pencabutan Peraturan  Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8
Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak
Ketiga kepada Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. C Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.

Pasal 1
Peraturan Daerah  Kabupaten Daerah  Tingkat I
Karanganyar Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1998
Nomor 103 Seri D Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2013
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 27 November 2013
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1998
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah,
menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan penerimaan Sumbangan
Pihak Ketiga kepada Daerah selama ini justru membebani masyarakat
dan menghambat investasi.

Disamping itu, dalam pelaksanaannya penerimaan sumbangan
Pihak Ketiga seharusnya bersifat kerelaan dan tidak dengan paksaan,
namun justru keberadaan Peraturan Daerah ini menyebabkan
penetapan target pendapatan. Dengan demikian, maka perangkat daerah
berusaha untuk memenuhi target tersebut. Pada akhirnya tujuan dari
Peraturan Daerah sendiri tidak tercapai.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka
perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Karanganyar Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan
Pihak Ketiga kepada Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
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